Menimbang

BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 55 TAHUN 2020

TENTANG

STRATEGI KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU
DALAM PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

bahwa strategi komunikasi perubahan perilaku dalam
pencegahan penanganan Stunting merupakan salah satu
faktor utama yang sangat berpengaruh terhadap
peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat agar
semakin produktif dalam upaya mencapai pembangunan
Daerah yang adil, merata dan sejahtera;

bahwa prevalensi Stunting pada balita masih tinggi
sehingga berpotensi menghambat upaya peningkatan
kualitas kesehatan dan pembangunan sumber daya
manuasia di Daerah;

bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian
hukum dalam optimalisasi perubahan perilaku dalam
pencegahan Stunting  secara efektif, efisien dan
terkoordinasi, diperlukan pengaturan dalam
penyelenggaraannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu membentuk



Mengingat :

1

Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-Daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimarra
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2014
tentang pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan dan
Gangguan Tumbuh Kembang Anak;

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang
Kebijakan Strategi Pangan dan Gizi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Umum  Pelaksanan  Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat;

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang
Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI KOMUNIKASI

PERUBAHAN PERILAKU DALAM PERCEPATAN
PENCEGAHAN STUNTING.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu. -

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure
penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Dompu.

Pemangku Kepentingan adalah semua pihak didalam
masyarakat yang meliputi individu, komunitas atau
kelompok masyarakat, unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah, sektor swasta, instansi, lembaga,
dan pihak terkait lainya, yang memiliki hubungan dan
kepentingan terhadap permasalahan Stunting.

5. Strategi komunikasi adalah Perencanaan yang efektif
dalam penyampaian pesan sehingga mudah dipahami
oleh komunikan dan bisa menerima apa yang telah
disampaikan sehingga bisa mengubah sikap atau
perilaku seseorang;

6. Perubahan perilaku adalah merupakan suatu paradigma
bahwa manusia akan berubah sesuai dengan apa yang
mereka pelajari baik dari keluarga, teman, sahabat
ataupun belajar dari diri mereka sendiri;

7. Percepatan pencegahan dan pengananan stunting adalah
sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara
terkoordinir, terpadu, terintegrasi dan berkeseimbangan
untuk memelihara dan meningkatkan status gizi
masyarakat dalam bentuk upaya promotif maupun

rehabilitative kepada target sasaran wilayah geografis dan
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rumah tangga prioritas yang dilakukan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten Dompu dan /atau swasta,

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak-anak
dari kekurangan gizi kronis, sehingga menyebabkan
antara lain anak terlalu pendek untuk usiannya,
terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, dan
gangguan metabolisme tubuh.

1000 Hari Pertama Kehidupan yang selanjutnya disingkat
(1000 HPK) adalah masa sejak dalam kandungan sampai
seorang anak berusia dua tahun.

Prevalensi adalah jumlah orang populasi yang méngalami
penyakit, gangguan atau kondisi tertentu pada suatu
tempo/waktu tertentu di suatu wilayah.

Germas adalah suatu tindakan sistematis dan terencana
yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh
komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan
kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan
kualitas hidup.

Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat (PPT)
adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan
diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat dalam
penyelenggaraan  pembangunan  kesehatan, guna
pemberdayaan masyarakat dan memberikan kemudahan
kepada masyaraka dalam memperoleh pelayanan
kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka
kematian ibu dan bayi.

Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah
cairan hidup yang mengandung sel-sel darah putih,
immunoglobulin, enzim dan hormon, serta protein
spesifik, dan zat-zat gizi lainnya yang diperlukan untuk
pertumbuhan dan perkembangan anak.

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah
pendekatan untuk mengubah perilaku hygiene dan
sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan
metode pemicuan.

Pemberi Makanan Tambahan (PMT) adalah program

intervensi bagi balita yang menderita kurang gizi dimana



tujuannya adalah untuk meningkatkan status gizi anak
serta untuk mencukupi kebutuhan zat gizi anak agar
tercapainya status gizi dan kondisi gizi yang baik sesuai

dengan umur anak tersebut.

BAB II
ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Asas

Pasal 2
Asas-asas Pencegahan Stunting meliputi:
a. optimal,
b. bertindak cepat dan akurat;
c. akuntabilitas;
d. komunikasi,
e. peka budaya.

Maksud

Pasal 3
Strategi komunikasi perubahan perlaku dalam percepatan
pencegahan dan penanganan Stunting dimaksudkan untuk
meningkatkan kesadaran publik dan mengubah perilaku
yang berpengaruh pada faktor risiko Stunting melalui
perubahan perilaku, meningkatkan status gizi masyarakat,
kualitas sumber daya manusia dan kualitas lingkungan
dengan melibatkan semua unsur Pemerintahan Daerah,

Pemerintahan Desa, swasta dan masyarakat.

Tujuan
Pasal 4

Strategi komunikasi perubahan perilaku dalam percepatan

pencegahan dan penanganan Stunting bertujuan:

a. meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan
untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan gizi
masyarakat, meningkatkan Kualitas Lingkungan dan
Sumber Daya Manusia;

b. meningkatkan kemampuan pengelolaan program gizi,
khususnya koordinasi antar sektor untuk mempercepat
sasaran perbaikan gizi, Kualitas Lingkungan dan
Sumber Daya Manusia;



c. meningkatkan mutu gizi perseorangan, keluarga dan
masyarakat; dan
d. memperkuat intervensi pencegahan Stunting yang

bersifat spesifik dan sensitif.

Ruang Lingup
Pasal 5
Ruang Lingkup Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku
masyarakat meliputi:
a. komitmen dan Wewenang Pemerintah Daerah;
b. strategis komunikasi perubahan perilaku,
c. pemantauan dan Evaluasi; dan

d. pembiayaan.

BAB III
KOMITMEN DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
Komitmen
Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah berkomitmen dan secara konsisten
berupaya mengurangi masalah Stunting.

(2) Komitmen dan konsisten sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dengan cara mendorong, mendukung, dan
menjadi program strategi komunikasi perubahan perilaku
dalam percepatan pencengahan dan penanganan
Stunting menjadi program prioritas Daerah.

(3) Upaya strategi komunikasi perubahan perilaku dalam
percepatanp pencengahan dan penanganan Stunting
harus menjadi komitmen bersama seluruh pemangku

kepentingan yang ada.

Wewenang
Pasal 7
(1) Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada kepala
Bappeda dan Litbang Kabupaten Dompu untuk
melaksanakan kegiatan strategi komunikasi perubahan
perilaku dalam percepatan pencegahan dan penanganan
Stunting di Daerah;



(2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten
Dompu dibantu oleh Tim Teknis strategi komunikasi
perubahan perilaku dalam Percepatan Pencegahan dan
penanganan Stunting di Daerah;

(3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1) Setiap warga wajib mendukung upaya Strategi
komunikasi perubahan perilaku dalam pércepatan
pencegahan dan pengananan Stunting,

(2) Setiap pemangku kepentingan harus berperan aktif
dalam upaya strategi komunikasi perubahan perilaku
dalam percepatan pencegahan dan penanganan Stunting
sesuai kapasitas dan kewenangan yang dimiliki.

(3) Dalam memberikan dukungan upaya strategi komunikasi
perubahan perilaku dalam percepatan percegahan dan
penanganan Stunting, para pemangku kepentingan wajib
melakukan koordinasi untuk sinergitas antar pemangku
kepentingan.

(4) Setiap Camat, Lurah, dan Kepala Desa harus
memberikan perhatian dan dukungan pada upaya
strategi komunikasi perubahan perilaku dalam
percepatan pencengahan dan penanganan Stunting
diwilayahnya dan berkoordinasi dengan unit kerja
lainnya apabila diperlukan.

(5) Setiap perangkat daerah wajib mendukung upaya strategi
komunikasi perubahan perilaku dalam percepatan
pencengahan dan penanganan Stunting sesuai dengan
tugas pokok dan kewenangannya, yang dikoordinir oleh

Bappeda dan Litbang Daerah Kabupaten Dompu.

BAB IV
STRATEGI KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU
Pasal 9
Strategi komunikasi perubahan perilaku masyarakat ditinjau
dari empat hal, yaitu:



a. strategi komunikasi perubahan perilaku,;
b. komunikasi perubahan perilaku;
c. rencana aksi komunikasi perubahan perilaku; dan

d. matriks rencana aksi perubahan perilaku.

Pasal 10

(1) Dalam upaya strategi komunikasi perubahan perilaku
dalam percepatan pencengahan dan penanganan
Stunting dilakukan strategi edukasi kesehatan dan gizi
melalui:

a. kemandirian keluarga;

b. 8 Pilar STBM Stunting;

c. gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

d. gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan;

e. posyandu Keluarga;

f. kelas Stunting;

g. PMT dengan Intervensi Bubur Jagung Kelor dan lkan
(IBUJARI).

(2) Strategi edukasi kesehatan dan gizi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan terkait upaya
promotif dan preventif melalui intervensi perubahan
perilaku individu dan masyarakat, serta yang menyentuh

sasaran yang paling utama yaitu keluarga.

BAB V
KEMANDIRIAN KELUARGA, 8 PILAR STBM, GERMAS,
GERAKAN 1000 HPK, POSYANDU KELUARGA, KELAS
STUNTING DAN PMT DENGAN IBUJARI
Bagian Kesatu
Kemandirian Keluarga
Pasal 11
(1) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 huruf a, dilaksanakan melalui peningkatan
kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan
melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi
oleh tenaga kesehatan dan community provider, secara

berkala, kontinyu dan terintegrasi.



(2)

(1)

(2)

Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat di lihat dari berbagai indikator yang meliputi:

a.sejauh mana keluarga menyadari pentingnya
kesehatan dan gizi;

b. sejauh mana keluarga mengetahui apakah anggota
keluarganya mengalami masalah kesehatan dan gizi,

c. keluarga mengetahui apa yang harus dilakukan; dan

d. keluarga memanfaatkan dan berupaya mengakses

pelayanan kesehatan yang disediakan.

Bagian Kedua
8 Pilar STBM Stunting
Pasal 12
Dalam upaya strategi komunikasi perubahan perilaku
dalam percepatan pencegahan dan penanganan Stunting
dilakukan dengan 8 pilar STBM Stunting sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, merupakan
suatu proses/cara merubah perilaku masyarakat yang
sehat untuk percepatan pencegahan dan penanganan
Stunting dengan metode pemberdayaan masyarakat
melalui proses pemicuan.
STBM Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui:
a. lakukan gerakan masyarakat hidup sehat;
. stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS);
cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS);

. pengelolahan makanan dan minuman,

a0 o

pengamanan sampah rumah tangga,
pengamanan limbah cair rumah tangga;

. pemberian gizi ibu hamil;

= -

. pemberian makanan bayi dan anak; dan

|l

pemantauan pertumbuhan bayi dan anak

Bagian Ketiga
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)
Pasal 13
Gerakan Masyarakat = Hidup Sehat (GERMAS)
sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) c, dilaksanakan



(2)

(1)

(2)

(3)

untuk mensinergikan tindakan upaya promotif dan

preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan

rehabilitatif dalam penanganan masalah Stunting serta

meningkatkan produktivitas masyarakat.

Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan melalui:

a. peningkatan aktivitas fisik;

b. peningkatan perilaku hidup sehat;

c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan
gizi; '

d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini peny-akit;

e. peningkatan kualitas lingkungan; dan

f. peningkatan edukasi hidup sehat.

Bagian Keempat
Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan
Pasal 14

Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan sebagaimana
dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, merupakan komitmen
antara Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai
gerakan partisipasi untuk percepatan pencegahan dan
penanganan Stunting;
Pola Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui
penggalangan partisipasi dan kepedulian para pemangku
kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap
kebutuhan gizi janin maupun bayi pada 1000 hari
pertama kehidupannya.

Gerakan Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

dalam bentuk antara lain:

a. Penandatanganan Pakta integritas oleh Pemerintah
Daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan
terkait;

b. komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik
formal maupun informal;

c. kampanye di berbagai media;



(1)

(2)

d. pemberian penghargaan bagi masyarakat peduli
penanganan Stunting; dan

e. kegiatan-kegiatan lain yang mendukung.

Bagian Kelima
Posyandu Keluarga
Pasal 15

Posyandu Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal

10 ayat (1) huruf e, adalah integrasi pelayanan kesehatan

dasar ditingkat dusun/kelurahan yang terdiﬁ dari

Posyandu KIA, Posbindu PTM, Posyandu Remﬁja, dan

Posyandu Lansia serta terintegrasi dengan bina

dilaksanaan di satu tempat dalam waktu bersamaan;

Bina Keluarga Balita (BKB) dan Pendidikan Anak Usia

Dini (PAUD) yang Posyandu keluarga sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk

meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan
kesehatan dasar bagi masyarakat di tingkat
desa/kelurahan;

Posyandu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan untuk:

a. memantau tumbuh kembang anak, remaja, dan
kesehatan ibu hamil, nifas, menyusui dalam rangka
meningkatkan status gizi balita serta menurunkan
Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB),
dan Angka Kematian Balita (AKABA);

b. meningkatkan  status kesehatan remaja dan
pencegahan Kekerasan Terhadap Anak/Perempuan
(KTA/P);

c. meningkatkan status kesehatan lanjut usia agar sehat,
mandiri, dan produktif;

Posyandu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dengan menerapkan prinsip efektif dan

efisien dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada

S€mua sasarar.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Bagian Keenam
Kelas Stunting
Pasal 16

Kelas Stunting sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (1)

huruf f, dilaksanakan untuk:

a. menurunkan jumlah bayi dan balita Stunting;

b. mempertahankan status gizi baik, pada bayi dan balita
dalam keluarga secara mandiri;

c. mencegah Stunting pada bayi yang akan lahir dengan
merubah perilaku dan pola hidup sehat pada ibu
hamil; '

d. meningkatkan  pengetahuan  dan kemandirian
masyarakat dalam mengatasi masalah gizi di
lingkungannya, terutama dalam 1000 HPK.

Kelas Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dalam bentuk pertemuan dengan fasilitator

petugas puskesmas terlatih,

Kelas Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dimasukkan dalam rencana strategis Dinas Kesehatan

dan didukung anggaran DPA Dinas Kesehatan, Dana

DAK non Fisik (BOK), BOK Stunting, Dana Desa/Dana

lintas sektor terkait dan swasta.

Bagian Ketujuh

PMT dengan Intervensi Bubur Jagung Kelor dan Ikan

(IBUJARI)

Pasal 17
PMT dengan IBUJARI sebagaimana dalam Pasal 10 ayat
(1) g, diberikan pada saat pelaksanaan posyandu
konvensional dan posyandu keluarga.
PMT dengan IBUJARI diberikan untuk pencegahan dan
penanganan KEK pada ibu hamil dan Stunting pada bayi
dan balita dalam bentuk PMT penyuluhan dan PMT
pemulihan.
PMT dengan IBUJARI dimasukkan dalam rencana
strategis Dinas Kesehatan dan didukung DPA Dinas
Kesehatan, Dana DAK non Fisik (BOK), Dana Desa/

Dana lintas sector terkait dan swasta.



Pasal 18
Komunikasi perubahan perilaku sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 huruf b, memiliki elemen-elemen penting,
diantaranya adalah analisis situasi, kelompok sasaran,
struktur dan dimensi pesan kunci, pendekatan komunikasi
yang diperlukan, pengelolaan saluran komunikasi dan
desain materi komunikasi, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal 19
Strategi komunikasi perubahan perilaku sebagaimana
dimaksud Pasal 9, mengacu kepada Pedoman Nasional
Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku Percepatan
Pencegahan Stunting dimana strategi ini meliputi :
a. kampanye perubahan perilaku bagi masyarakat umum,;
b. komunikasi antar pribadi sesuai kontek sasaran;
c. advokat berkelanjutan kepada pengambil keputusan;

d. pengembangan kapasitas pengelola program.

Pasal 20
(1) Rencana aksi komunikasi perubahan  perilaku
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf ¢, meliputi:
a. perencanaan, terdiri dari advokasi kebijakan,
kampanye publik, peningkatan kapasitas bagi tenaga
promosi kesehatan;
b. pelaksanaan melibatkan seluruh komponen sesuai
dengan yang tertuang dalam analisa.
(2) Matriks rencana aksi komunikasi perubahan perilaku
sebagaimana dimaksud dalm pasal 8 huruf d,terdiri dari:
a. advokasi kebijakan;
b. kampaye publik;

c. mobilisasi sosial dan komunikasi perubahan sosial.



BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 21

Kegiatan pemantauan yang harus dilakukan secara rutin

adalah yang berkaitan dengan:

a. materi yang di monitoring;

b. sumber informasi monitoring;

c. pelaksanaan monitoring;

d. monitoring;
e. umpan balik (feedback);

f. hasil monitoring.

Pasal 22

Kegiatan evaluasi yang harus dilakukan secara rutin oleh
pihak-pihakterkait:

a. materi;

b. sumber informasi evaluasi;

c. pelaksanaan evaluasi dilakukan 1 tahun sekals;
d. waktu evaluasi dilakukan 1 tahun sekali;

e. evaluasi dampak; dan

f. hasil evaluasi dilaporkan kepada Gubernur.

BAB VII
PERAN SERTA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 23

Pemerintah Daerah berperan serta dalam hal :

a. Memastikan perencanaan dan penganggaran/kegiatan

untuk intervensi prioritas, khususnya di lokasi dengan
prevalensi Stunting tinggi dan/atau kesenjangan cakupan
pelayanan yang tinggi;

. Memperbaiki pengelolaan layanan untuk intervens igizi
prioritas dan memastikan bahwa sasaran prioritas
memperoleh dan memanfaatkan paket intervensi yang
disediakan;

. Mengkoordinasikan kepada Kecamatan, Kelurahan dan
Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan intervensi
prioritas, termasuk dalam mengoptimalkan sumberdaya,

sumber dana dan pemutakhiran data.



BAB VIII
PERAN KELURAHAN/DESA DAN PERAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Kelurahan/Desa
Pasal 24

(1) Melakukan sinkronisasi dalam perencanaan dan
penganggaran program dan Kkegiatan pembangunan
Kelurahan/Desa untuk  mendukung  percepatan
pencegahan dan penurunan Stunting;

(2) Memastikan setiap sasaran prioritas menerimé dan
memanfaatkan paket layanan intervensi gizi prioritas;

(3) Implementasi kegiatan dilakukan bekerjasama dengan
Kader Pembangunan Manusia (KPM), pendamping
Program Keluarga Harapan (PKH), petugas Puskesmas
dan bidan desa serta Keluarga Berencana (KB);

(4) Memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta
mengkoordinasikan pendataan sasaran dan

pemuktahiran data secara rutin.

Bagian Kedua
Peran Masyarakat
Pasal 25

(1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif
dalam mewujudkan peningkatan status gizi individu,
keluarga dan masyarakat;

(2) Dalam rangka strategi komunikasi perubahan percepatan
pencegahan dan penanganan Stunting serta
intervensinya, = masyarakat dapat menyampaikan
permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan

mengenai hal dibidang kesehatan dan gizi.

BAB IX
ANGGARAN/BIAYA
Pasal 26
Pembiyaan dalam rangka pelaksanakan upaya strategi
komunikasi  perubahan  perilaku dalam  percepatan

pencegahan dan penanganan stunting bersumber dari



Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Dompu, dan atau
sumber lain yang sah sesuai peraturan perundangan-

undangan.

Pasal 27
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pegundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu. '

Ditetapkan di Dompu
Pada tanggal, 29 - 12 - 2020

7/ BUPATI DOMPU, /] i

N gy

H. BAMBANG M. A_SINY

Diundangkan di Dompu
Pada tanggal, 3%0 - |2 - 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KAB. DOMPU

(

H. MUHIBUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2020 NOMOR: 279

NOMOR

REGISTER PERATURAN BUPATI KAB. DOMPU



LAMPIRAN : PERATURANBUPATI DOMPU

NOMOR i BS TAHUN 2020

TENTANG : STRATEGI KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU DALAM
PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING

STRATEGI KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU DALAM PERCEPATAN
PENCEGAHAN STUNTING

1. PENDAHULUAN
a. Latar Belakang

Stunting atau sering disebut pendek adalah kondisi gagaf tumbuh
akibat kekurangan gizi kronis dan stimulasi psikososial serta paparan
infeksi berulang terutama dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK),
yaitu dari janin hingga anak berusia dua tahun.l Anak tergolong
Stunting apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah minus
dua standar deviasi (-2SD) anak seusianya.

Stunting dan kekurangan gizi lainnya yang terjadi pada 1.000 HPK
tidak hanya menyebabkan hambatan pertumbuhan fisik dan
meningkatkan kerentanan terhadap penyakit, tetapi juga mengancam
perkembangan kognitif yang berpengaruh pada tingkat kecerdasan dan
produktivitas anak di masa dewasanya. Kerugian ekonomi akibat
Stunting pada angkatan kerja di Indonesia saat ini diperkirakan
mencapai 10,5% dari produk domestik bruto (PDB), atau setara dengan
Rp 386 triliun.

Prevalensi Stunting dalam 10 tahun terakhir4 menunjukkan
bahwa Stunting merupakan salah satu masalah gizi terbesar pada balita
di Indonesia. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018
menunjukkan 20,8% balita menderita Stunting. Masalah gizi lain terkait
dengan Stunting yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat
adalah anemia pada ibu hamil (48,9%), Berat Bayi Lahir Rendah atau
BBLR (6,2%), balita dengan status gizi buruk (17,7%) dan anemia pada
balita.

Mengacu pada “The Conceptual Framework of the Determinants of
Child Undernutrition”5, “The Underlying Drivers of Malnutrition”6, dan
“Faktor Penyebab Masalah Gizi Konteks Indonesia”7 penyebab langsung
masalah gizi pada anak termasuk Stunting adalah rendahnya asupan
gizi dan status kesehatan. Penurunan Stunting menitikberatkan pada

penanganan penyebab masalah gizi, yaitu faktor yang berhubungan



dengan ketahanan pangan khususnya akses terhadap pangan bergizi
(makanan), lingkungan sosial yang terkait dengan praktik pemberian
makanan bayi dan anak (pengasuhan), akses terhadap pelayanan
kesehatan untuk pencegahan dan pengobatan (kesehatan), serta
kesehatan lingkungan yang meliputi tersedianya sarana air bersih dan
sanitasi (lingkungan). Keempat faktor tersebut mempengaruhi asupan
gizi dan status kesehatan ibu dan anak. Intervensi terhadap keempat
faktor tersebut diharapkan dapat mencegah masalah gizi, baik
kekurangan maupun kelebihan gizi.

Pencegahan Stunting memerlukan intervensi gizi yang ‘térpadu,
mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. Pengalaman global
menunjukkan bahwa penyelenggaraan intervensi yang terpadu untuk
menyasar kelompok prioritas merupakan kunci keberhasilan perbaikan
gizi dan tumbuh kembak anak serta pencegahan Stunting.

Di Kabupaten Dompu yang terdiri dari 76 Desa dan 6 Kelurahan.
Total jumlah anak yang mengalami Stunting di Kabupaten Dompu
Tahun 2019 dari Hasil Timbang sebanyak 13.546 balita (17,29%) dari
total jumlah balitasebanyak 78.348 balita di Kabupaten Dompu.
Rincian dari anak yang menderita Stunting adalah sangat
pendeksebanyak 382 balita dan pendek sebanyak 430 balita. Gambaran
Kondisi Kesehatan di Kabupaten Dompu , yang terkait dengan factor
tingkat pengetahuan dan faktor perilaku, dilihat dari hasil capaian
survey PHBS Rumah tangga tahun 2019 adalah sebagai berikut ;
Persalinan oleh tenaga kesehatan 37,86%, Ibu balita yang memberikan
ASI Eksklusif 23,10 % ; Menimbang balita secara teratur 45,40%, Cuci
tangan Pakai sabun (CTPS) 74,54%, Menggunakan air bersih 96,25%,
Menggunakan Jamban sehat 84,31 %, Pemberantasan sarang nyamuk
87,34%, mengkonsumsi buah dan sayur 74,67 % ; Melakukan aktifitas
fisik 96,69%; Tidak merokok di dalam rumah 44,90%.

Pada tahun 2018 akses jamban di Kabupaten Dompu sebesar
82,1%. Angka tersebut telah mencapai target yaitu 62% untuk tahun
2019 sebesar 89,90%masih kurang dari target sebesar 100%. Sudah
tercapainya target MDGs terhadap akses jamban disebabkan
masyarakat mulai menyadari pentingnya jamban sebagai sarana
pemutus rantai penyebaran penyakit. Program dan kegiatan seperti
pemicuan di desa, stimulan, kampanye hygiene sanitasi, pelatihan
tukang, pengadaan komponen alat cetak jamban dan kegiatan-kegiatan
lain terkait dengan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) perlu



ditingkatkan. Desa yang melaksanakan STBM tahun 2018 sebanyak 22
desa (27,2 %) dan tahun 201925 desa (30,9%), sedangkan desa yang
sudah stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open Defication
Free (ODF) sebanyak 51 Desa (63%).

Dengan mengacu kepada konsisi yang telah dipaparkan di atas,
diperlukan Pedoman Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku
Percepatan Pencegahan Stuntingdi Kabupaten Dompuyang terpadu agar
terjadi pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku
kepentingan untuk mendukung komunikasi perubahan perilaku
pencegahan Stunting. Kombinasi elemen advokasi kebijakan,
kampanye, komunikasi antarpribadi dan mobilisasi sosial akan saling
melengkapi dan meneguhkan untuk memperkuat proses pengambilan
keputusan, koordinasi, kualitas dan akuntabilitas program yang akan

diimplementasikan.

. Tujuan dan Indikator Capaian
Mengacu pada Pedoman Nasional Strategi Komunikasi

Perubahan Perilaku Percepatan Pencegahan Stunting, maka Strategi
Komunikasi Perubahan Percepatan Pencegahan Stunting di Kabupaten
Dompu memiliki tujuan umum dan khusus, yaitu :
1) Tujuan Umum

Meningkatkan kesadaran publik dan mengubah perilaku kunci

untuk mencegah Stunting melalui strategi komunikasi perubahan

perilaku yang komprehensif di Kabupaten Dompu.
2) Tujuan Khusus

Tabel 1 Tujuan Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku
Percepatan Pencegahan Stunting

No | Tujuan Khusus Indikator Capaian

1. | Terlaksananya Sebanyak (80%) tenaga
peningkatan  kapasitas | kesehatan di puskesmas
komunikasi antarpribadi | mendapat pelatihan/orientasi
bagi tenaga kesehatan | komunikasi antarpribadi
(utamanya bidan, | (utamanya  bidan, perawat,
perawat, petugas gizi, | petugas gizi, petugas promosi
petugas promosi | kesehatan, petugas sanitasi)
kesehatan, petugas | pada tahun 2024.

sanitasi) di puskesmas di




area intervensi

Kabupaten Dompu

2. | Terlaksananya

Sebanyak (100%) kader

kelompok sasaran pada
saat memberikan
pelayanan kesehatan di
area intervensi

Kabupaten Dompu

peningkatan  kapasitas | posyandu mendapatkan orientasi
komunikasi antarpribadi | komunikasi antarpribadi pada
bagi kader posyandu di | tahun 2024
area intervensi
Kabupaten Dompu

3. | Terlaksananya Sebanyak (100%) tenaga
komunikasi antarpribadi | kesehatan pus’.léesmas
oleh tenaga kesehatan | melakukan komunikasi
puskesmas kepada | antarpribadi kepada kelompok

sasaran pada saat memberikan
pelayanan kesehatan pada tahun
2024 terutama melalui platform
program PIS-PK , indikator lokal

siramah dan Posyandu

4. | Terlaksananya kampanye

terkait Stunting area
intervensi Kabupaten
Dompu

Kabupaten Dompu
melaksanakan di 325 desa dan 5
kelurahan

pencegahan  Stunting

kampanye

sesuai

strategi komunikasi perubahan
perilaku pencegahan Stunting
pada tahun 2024.

c. Landasan Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku Percepatan

Pencegahan Stunting

Strategi komunikasi perubahan perilaku percepatan pencegahan

Stunting di Kabupaten Dompu mengacu kepada Pedoman Nasional

Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku Percepatan Pencegahan

Stunting dimana strategi ini meliputi :

1) Kampanye perubahan perilaku bagi masyarakat umum yang
konsisten dan berkelanjutan, dengan memastikan pengembangan
pesan, pemilihan saluran komunikasi, dan pengukuran dampak
komunikasi yang efektif, efisien, tepat sasaran, konsisten, dan

berkelanjutan. Di samping itu, kampanye yang dilakukan akan



dilaksanakan/dilakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai
budaya lokal (kontekstual).

2) Komunikasi antarpribadi sesuai konteks sasaran, dengan
memastikan pengembangan pesan sesuai dengan kebutuhan
kelompok sasaran seperti Posyandu, kunjungan rumah, konseling
pernikahan, konseling reproduksi remaja, dan sebagainya dengan
mempertimbangkan konteks lokal.

3) Advokasi berkelanjutan kepada pengambil keputusan, dengan
memastikan terselenggaranya penjangkauan yang sistematis
terhadap para pengambil keputusan ditingkat kabupaten,
kecamatan dan desa untuk mendukung percepatan péncegahan
Stunting melalui penyediaan alat bantu, dan pengembangan
kapasitas penyelenggata kampanye dan komunikasi perubahan
perilaku.

4) Pengembangan kapasitas pengelola program, dengan memberikan
pengetahuan dan pelatihan bagi penyelenggara kampanye dan
komunikasi perubahan perilaku yang efektif dan efisien kepada
petugas  tenaga kesehatan di puskesmas mendapat
pelatihan/orientasi komunikasi antarpribadi (utamanya bidan,
perawat, pelaksanagizi, pelaksana promosi kesehatan, pelaksana
sanitasi) pada tahun 2024. dengan mempertimbangkan konteks
lokal.

Dokumen Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku Percepatan
Pencegahan Stunting ini disusun untuk memberikan arahan dan
panduan kepada para pemangku kepentingan untuk melakukan
implementasi  percepatan  penurunan  Stunting di  wilayah
KabupatenDompuyang menjadi area prioritas percepatan penurunan
Stunting.

Secara rinci, dokumen ini menjelaskan tentang target penerima dan
penyampaian pesan terkait perubahan perilaku, dan elemen-elemen
teknis lainnya seperti platform yang dapat dipakai untuk melakukan
komunikasi antarpribadi, pillhan kanal komunikasi yang dapat
digunakan untuk setiap kelompok sasaran, usulan kegiatan untuk
mengimplementasikan komunikasi antarpribadi, kampanye, dan
advokasi kebijakan dan gambaran indikator capaian dari seluruh

kegiatan tersebut.



d. Dasar Hukum

Berikut adalah beberapa landasan hukum yang mendasari Pedoman

Nasional Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku Percepatan

Pencegahan Stunting :

1)

3)
4)

d)

6)

8)

9)

10)

11)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-
2025;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran V-Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan,;

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
Undang-undang Nomor 69 Tahun 1938 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan
Strategi Pangan dan Gizi;

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat (Germas)



12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 tahun
2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 tahun 2014 tentang
pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan dan Gangguan
Tumbuh Kembang Anak.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun
2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun
2018 tentang Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Rumah Sakit
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia ‘Nomor
585/Menkes/SK/V /2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi
Kesehatan di Puskesmas.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
HK.01.07/Menkes/577 /2018 tentang Tim Koordinasi
Penanggulangan Stunting Kementerian Kesehatan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan republik Indonesia
Nomor 64 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di
Lingkungan Sekolah

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia
Nomor 11 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanan
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100
tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

2. STRATEGI KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU

Elemen-elemen penting untuk menyusun strategi komunikasi perubahan

perilaku di Kabupaten Dompu meliputi :

a.
b.

C.

Analisis situasi;

Kelompok sasaran;

Struktur dan dimensi pesan kunci;

. Pendekatan komunikasi yang diperlukan,

Pengelolaan saluran komunikasi,



f. Desain materi komunikasi.

a. Analisis situasi

Hal-hal yang terkait dengan analisis situasi, meliputi :

1)

2)

3)

Analisa Kependudukan/Demografi
Kabupaten Dompu terdiri dari 8 kecamatan, yaitu:
a) Dompu, jumlah penduduk = 49 854 jiwa

b) Hu'u, jumlah penduduk = 16.050 jiwa
c¢) Kempo, jumlah penduduk = 18.185 jiwa
d) Kilo, jumlah penduduk =11.971 jiwa
e) Manggelewa, jumlah penduduk = 27.777 jiwa
f) Pajo, jumlah penduduk = 12.545 jiwa
g) Pekat, jumlah penduduk = 30.887 jiwa
h) Woja, jumlah penduduk = 51.704 jiwa

Serta terdiri dari 9 kelurahan, 44 desa definitif dan 4 desa persiapan.
Analisa Status Kesehatan

Gambaran perkembangan derajat kesehatan masyarakat dapat
dilihat dari kejadian kematian dalam masyarakat dari waktu ke
waktu dan tempat tertentu. Jumlah kematian bayi tahun 2019
sejumlah 19dan kematian ibu sejumlah 4Pada tahun 2019. Tahun
2019 prevalensi ibu hamil KEK di Kabupaten Dompu mencapai
1,76% (108 ibu hamil), sedangkan prevalensi anemia pada ibu hamil
mencapai 0,96% (59 ibu hamil). Kejadian BBLR merupakan salah
satu faktor penyebab kematian perinatal dan neonatal, jumlah BBLR
di Kabupaten Dompu yang dilaporkan pada tahun 2019 sebanyak
161 (2,87 %) dari bayi lahir hidup. Dari 5.604 bayi yang dilahirkan
pada tahun 2019, sebanyak 1.027 belum melakukan IMD.
Sedangkan cakupan ASI Ekslusif pada tahun 2019 sebanyak 85,8%.
Terkait dengan kegiatan posyandu di masyarakat, sebanyak 17,8%
balita belum hadir ke Posyandu. Jumlah balita Gizi Buruk sebanyak

11 orang.

Analisa Pelayanan/upaya Kesehatan
a) Situasi Sumberdaya Kesehatan
(1) Sarana Kesehatan
Jumlah Puskesmas pada tahun 2019 sebanyak 9 Puskesmas.
Selain Puskesmas di kabupaten juga terdapat 2 RS milik

pemerintah.



Disamping sarana kesehatan diatas dalam rangka
meningkatkan cakupan pelayanan kepada masyarakat
berbagai upaya dilakukan dengan memanfaatkan potensi dan
sumber daya yang ada dimasyarakat. Upaya Kesehatan
Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) diantaranya adalah
posyandu Balita, Posyandu Lansia, Posyandu remaja,
Posbindu, Pos UKK, SBH, Poskesdes , polindes dan ponkesdes
(Pondok Kesehatan Desa).
(2) Tenaga Kesehatan

Di Kabupaten Dompu mempunyai tenaga kesehatan terdiri

dari :

- Dokter Umum . 28 orang

- Dokter Spesialis : 10 orang

- Bidan : 216 Orang
- Perawat : 237 Orang

- Kesehatan Masyarakat : 48 Orang
- Kesehatan Lingkungan @ 24 Orang

- Nutrisionis : 56 Orang
- Elektromedik : 4 Orang
- Analis Kesehatan : 4 Orang
- Rekam Medik : 18 orang

(3) Pembiayaan Kesehatan
Pembiayaan di Kabupaten Dompu bersumber dari APBN,
APBD Propinsi, APBD Kabupaten, Dana Desa, dan CSR
(Swasta).

b) Upaya Kesehatan
Upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan di Kabupaten
Dompu meliputi :
(1) Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi, meliputi :

- Pelayanan Antenatal (Kunjungan K1 dan K4), pelayanan
K1 tahun 2019 sebanyak 6.583 dan kunjungan K4
sebanyak 5.971

- Pertolongan persalinan oleh Tenaga kesehatan dengan
kompetensi kebidanan, pada tahun 2019 persalinan nakes
sebanyak 5.656

- Pelayanan Ibu Nifas Pada tahun 2019 sebanyak 5.487



- Pelayanan Keluarga Berencana pada tahun 2019 sebanyak
5.487
(2) Pelayanan Gizi Masyarakat
- Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan 11 balita
- Pemberian Vitamin A pada tahun 2019 sebanyak 20.345
dari 22.416 balita
- Ibu hamil mendapat tablet Fe pada tahun 2019 sebanyak
14.179 (84,3 %) dari 16.825 ibu hamil
- ASI Ekisklusif tercapai 8.126 dari 12.501
- IMD mencapai 73%
- Kelas Ibu hamil mencapai 60,72% (11.904)
b. Kelompok Sasaran
Pembagian kelompok sasran mengacu dan modifikasi dari Pedoman
Nasional Strategi Percepatan.Pencegahan StuntingPeriode 2019-
2024.Pembagian kelompok adalah berdasarkan pesan yang
disampaikan, sehingga pembagian kelompok tidak dimaksudkan untuk
memprioritaskan kelompok sasaran tertentu. Semua kelompok sasaran
ini saling terkait dan mempengaruhi satau sama lain.
1) Kelompok Primer
Kelompok primer adalah kelompok yang tergabung dalam rumah
tangga dengan 1000 HPK dan tenaga kesehatan serta kader :
a) Ibu hamil
b) Anak usia 0-23 bulan
c) Anak Usia 24-59 bulan
2) Kelompok Sekunder
Kelompok sekunder adalah kelompok yang berpotensi untuk
melahirkan, mencegah, dan mengoreksi anak Stunting di masa
mendatang dan kelompok penyedia layanan kesehatan :
a) Wanita usia subur
b) Remaja
c) Lingkungan pengasuh anak terdekat (kakek, nenek, ayah)
d) Pemuka masyarakat
e) Pemuka agama
f)y Jejaring social (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK),

grup pengajar, dan lain-lain)



3) Kelompok Tersier
Kelompok tersier adalah pihak-pihak yang terlibat sebagai
lingkungan pendukung bagi upaya percepatan pencegahan Stunting,
yang terdiri dari:
a) Pengambil kebijakan/keputusan, baik di tingkat nasional

maupun tingkat provinsi, kabupaten, kota dan desa.

b) Organisasi perangkat desa
c¢) Dunia usaha

d) Media massa
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3. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Kegiatan pemantauan yang harus dilakukan secara rutin oleh pihak pihak
terkait :

a.

Materi yang dimonitor adalah perkembangan pelaksanaan kegiatan
strategi komunikasi perubahan perilaku pencegahan Stunting dengan
menggunakan komunikasi antar pribadi di provinsi, kabupaten/kota,
dan desa

Sumber informasi monitoring adalah dokumen rencana kegiatan
strategi komunikasi perubahan perilaku pencegahan Stunting dengan
menggunakan komunikasi antar pribadi di tingkat provinsi,
kabupaten/kota, dan desa termasuk didalamnya adalah target
kegiatan, alokasi pendanaan, dan indicator komunikasi antar pribadi

dalam program pencegahan Stunting

. Pelaksana monitoring di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan desa

menjadi tanggung jawab bidang kesehatan masyarakat Kabupaten
Dompu yang mendapat penugasan dari pimpinan institusi

Monitoring dilakukan setiap enam bulan sekali secara terpadu melalui
laporan secra berjenjang, rapat koordinasi lintas program dan

pembinaan terbaru

. Umpan balik (feedback) hasil monitoring dapat disampaikan melalui

mekanisme persuratan, dan dapat dibawa ke form pimpinan apabila
terdapat tindak lanjut yang memerlukan keputusan pimpinan yang
lebih tinggi

Hasil monitoring akan menjadi bahan masukan dalam melakukan
evaluasi upaya komunikasi dalam pencegahan Stunting secara

keseluruhan

Kegiatan evaluasi yang harus dilakukan secara rutin oleh pihak-pihak

terkait :

a.

Materi yang dievaluasi dtingkat provinsi, Kabupaten Dompu dan Desa
adalah hasil pelaksanaan kegiatan srategi komunikasi perubahan
perilaku pencegahan Stunting dengan menggunakan komunikasi antar
pribadi

Sumber informasi evaluasi adalah dokumen rencana kegiatan strategi
komunikasi perubahan perilaku pencegahan Stunting dengan
menggunakan komunikasi antar pribadi yang termasuk didalamnya
adalah target kegiatan, alokasi pendanaan, dan indicator komunikasi

perubahan perilaku dalam program pencegahan Stunting



. Pelaksana evaluasi ditingkat provinsi, Kabupaten Dompu dan Desa
menjadi tanggung jawab atau menanggung jawab yang ditugaskan oleh
isntitusi yang berwenang

. Waktu evaluasi dilakukan satu tahun sekali, melalui laporan pada rapat
koordinasi forum komunikasi lintas program pada akhir tahun

. Evaluasi dapat dilakukan secara terintegrasi dengan kegiatan badan
penelitian dan pengembangan kesehatan atau secara khusus
melakukan evaluasi perubahan perilaku bekerja sama dengan UPT
badan penelitian dan pengembangan kesehatan di daerah

Hasil evaluasi dilaporkan ke Gubernur dan akan di laporkan ,-kepada

menteri kesehatan .

7/ BUPATI DOMPU, /7
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